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Revisi UU Otsuis Papua Disankan

B FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — DPR resmi me-
ngesahkan rancangan undang-
undang (RUU) perubahan kedua

pada anggota, ditkuti seruan se-
tuju dari sejumlah anggota yang
hadir dalam rapat tersebut
Dalam laporannya, Ketua Pa-
nitia Khusus (Pansus) Otonom

atas Undang-Undang Khusus (Otsus) Pa-
Nomor 21 Tahun 2001 TITA pua Komarudin Wa-
tentang Otonomi Khu- TERKAIT tubun mengatakan,
sus Bagt Provinsi Papua sebanyak 18 pasal
menjadi undang-un- mengalami  per-
dang (UU). Pengambil- L!batkanPV!;rugaa’ ubahanserta ada pe-
an keputusan tersebut nambahan dua pasal
dilakuken dalam Rapat Him-4  Daru. laberharapre-

Paripurna Penutupan
Masa Sidang V Tahun Sidang
2020-2021, Kamis (15/7).
"Apakah RUU tentang per-
ubahan kedua atas Undang-Un-
dang 21 Tahun 2001 tentang Oto-
nomi Khusus Bagi Provinsi Papua
dapat disetujui dan disahkan
menjadi undang-undang?" tanya
Wakil Ketua DPR, Sufmi Daseo
Ahmad, meminta persetujuan ke-

vist kali ini tak me-
ngulangi pelaksanaan UU Otsus
Papua terdahulu yang dinilai
hanyak kekurangan.

"Keledai sekalipun tidak mau
masuk ke lubang yang sama. Oleh
sehab itu, mari kita berkomitmen.
Sekalilagi mari kita berkomitmen
untuk melaksanakan seluruh re-
visi undang-undang ini sestiai de-
ngan tugas dan wewenang kita
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' Mendagri ito Karnavian (kanan] menyampaikan pandangan peme-

JON IKANDARIANTARA

rintah dalam rapat paripurna i DPR RI,Senayen, Jakarta, Kamis 1577,

masing-masing, " kata politikus
PDIP itu dalam rapat paripurna,
Kemarin,

Menurut penelusuran Repub-
lika atas draf final yang disahkan
kemarin, ada sejumlah revisi keu-

sial terhadap UU terdahulu. Dian-
taranya Pasal 28 yang sebelum-
nyamemhbolehkan pendirian par-
tai politk lokal di Papua dihapus,
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Pasal itu merupakan salah satu
kompromi terhadap tuntutan re-
ferendum kemerdekaan Papua
saat UU Otsus dibentuk pada
2001 lalu.

Selain itu, pada Pasal 34 da-
na otsus Papua dinaikkan men-
jadi 2,25 persen dari dana alo-
kasi umum nasional (DAU) per
tahun dan dibayarkan hingga
2041. Menkeu Sri Mulyani sebe-
lumnya mengungkapkan, aturan
ini diperkirakan menguras kas
negara senilai Rp 234,6 triliun
seiring asumsi kenaikan DAU se-
besar 3,02 persen setiap tahun-
nya. Jumlah itu juga lebih dari
dua kali lipat kucuran dana otsus
Papua dua dekade belakangan
sebesar Rp 101,2 triliun.

Untuk mengupayakan dana
itu digunakan dengan benar, Pa-
sal 36 mewajibkan alokasi ang-

garan 35 persen untuk pendidik-
an, 25 persen untuk kesehatan,
30 persen untuk infrastruktur,
dan 10 persen untuk pemberda-
yaan masyarakat adat. Selain itu,
Pasal 68A juga mengamanatkan
pembentukan lembaga penga-
was otsus Papua yang dipimpin
wakil presiden dan bertanggung
jawab pada presiden.

Revisi krusial lainnya pada
Pasal 76. Pemerintah pusat dan
DPR kini dapat memekarkan wi-
layah Papua tanpa persetujuan
Majelis Rayat Papua (MRP) dan
DPRP seperti yang diatur sebe-
lumnya. Pemerintah pusat me-
ngeklaim revisi ini atas dasar
usulan pemekaran dari rakyat
Papua. Sebaliknya, pihak MRP
menyatakan tak pernah ada pe-
mekaran tersebut.

Adapun Pasal 38 mengatur



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

secara normatif bahwa usaha
perekonomian di Papua harus
untuk kesejahteraan rakyat Pa-
pua. Usaha perekonomian di Pa-
pua juga wajib memperhatikan
SDM setempat dan mengutama-
kan orang asli Papua. "Dengan
demikian, anak-anak asli Papua
yang memenuhi syarat pendi-
dikan dapat direkrut sebagai te-
naga kerja,” kata Komarudin
Watubun.

Pembahasan revisi UU Otsus
Papua ini tergolong lekas. Waca-
nanya dimulai oleh pemerintah
pusat pada akhir 2020, menjelang
berakhirnya tenggat otsus Papua
jilid I pada Desember 2021.

Di Papua, wacana perpan-
jangan otsus ditanggapi ber-
agam. Sejumlah pihak di Papua
yang diwawancarai Republika
menginginkan ada evaluasi me-
nyeluruh sebelum kelanjutan
otonomi khusus dibicarakan.
Mereka juga menilai banyak

target UU terdahulu di berbagai
bidang belum tercapai. Di anta-
ranya soal kesejahteraan rakyat
Papua, aspirasi politik, serta
penyelesaian pelanggaran HAM.

Terlepas polemik di Papua,
pemerintah pusat berkeras me-
lanjutkan otsus beserta pendana-
annya. Pada 10 Februari 2021,
Panitia Khusus (Pansus) RUU
Otsus Papua dibentuk di DPR di-
pimpin Komarudin Watubun dari
Fraksi PDIP.

Dalam pembahasannya, 18
kementerian dan sejumlah lem-
baga dilibatkan. Pada 1 Juli 2021,
Pansus RUU Otsus menyepakati
daftar inventaris masalah ran-
cangan regulasi itu.

Tak sampai dua pekan, pada
12 Juli DPR dan pemerintah se-
pakat membawa RUU Otsus Pa-
pua dibawa ke sidang paripurna
untuk disahkan. Pengesahan ke-
mudian dilakukan pada Kamis
(15/7) kemarin. Artinya, hanya
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enam bulan regulasi itu dibahas
di DPR. Pada hari pengesahan
UU Otsus kemarin, sejumlah
unjuk rasa penolakan otsus
Papua jilid II kembali digelar. Di
Manokwari, ratusan mahasiswa
dan warga menggelar aksi unjuk
rasa di jalan depan kampus
Universitas Papua.

Aksi tersebut diadang puluh-
an aparat kepolisian dengan pe-
rangkat antihuru-hara. Akibat
adangan tersebut, para pengun-
juk rasa melakukan aksi duduk di
tengah jalan di Jalan Tugu Am-
ban, kampus Universitas Papua.

Adapun di Jakarta, sejumlah
mahasiswa Papua melakukan ak-
si di depan Kompleks Parlemen
Senayan. Aksi itu tak berlangsung
lama karena dibubarkan aparat
kepolisian. Unjuk rasa menolak
pengesahan RUU Otsus juga di-
gelar di depan Gedung Sate, Kota
Bandung, Jawa Barat.

Sehari sebelumnya, 23 ma-

hasiswa Universitas Cendrawa
sih ditangkap kepolisian saa
menggelar aksi unjuk rasa di Ja
yvapura. Ketua BEM Uncen Yop
Itlay juga menyatakan, sejumla
mahasiswa terluka. [a berdalil
penolakan mereka lakukan kare
na pembahasan RUU Otsus dils
kukan secara sepihak tanpa me
libatkan seluruh elemen masya
rakat di Papua.

Selain penolakan, warga Pa
pua juga mengharapkan UU Ot
sus-dandana yang menyertainy
tak lagi diselewengkan. "Sasara
otsus ini kan untuk bagaiman
kesejahteraan orang asli Papu
(OAP), tetapi kalau kita jadi pim
pinan yang pintar-pintar belo
sana, belok sini (tidak sesuai UU
va kita tahu dirilah. Kita merug|
kan kita punya generasi ke de
pan, khususnya OAP," kata Lu
kas Kossay, seorang pegaws
instansi di Jayawijaya, kemarir
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